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BAB |

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah
Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di

dunia. Didukung dengan data kependudukan (http://www.bps.go.id, diakses pada tanggal

23 Desember 2020 Pukul 11.22 WIB) Indonesia pada tahun 2019 yang menginjak angka
267 juta jiwa yang menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di
dunia dan pertama di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki fokus
untuk menyelesaikan permasalahan terutama di bidang ekonomi. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik Tahun 2017 jumlah total penduduk Indonesia mencapai 261.890 juta jiwa
sedangkan Tahun 2018 jumlah total penduduk Indonesia meningkat mencapai 265,015 juta
jiwa. Serta pada Tahun 2019 jumlah total penduduk Indonesia mencapai 267,91 juta jiwa.
Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia tanpa diikuti dengan
peningkatan jumlah lapangan kerja, dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan
jumlah pengangguran dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik juga mencatat jumlah
angkatan kerja pada Februari 2017 sebanyak 131,55 juta jiwa dengan jumlah
pengangguran sebesar 7,4 juta jiwa. Pada bulan Februari 2018 sebanyak 133,94 juta jiwa
dengan jumlah pengangguran sebanyak 7 juta jiwa. Sedangkan Februari 2019 sebanyak
138,18 juta jiwa serta jumlah pengangguran di Indonesia berjumlah 6,82 juta jiwa. Data ini
mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan di
Indonesia. Pada sebuah organisasi, manusia ialah tenaga kerja utama yang diberikan
prioritas. Manusia pada dasarnya memiliki kelebihan dalam mengelola dan mengolah

banyak hal. Proses peningkatan kerja yang digantungkan pada manusia didukung pada


http://www.bps.go.id/

kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga manusia dapat dikatakan sebagai
pengontrol dan pengawasan dan bekerja lebih keras dalam mengimplementasikan jasanya.

Pemerintahan mengupayakan penanggulangan pengangguran di Indonesia agar
permasalahan perekonomian dapat terselesaikan, dalam menanggulangi pengangguran
tersebut diperlukan juga sebuah cara agar daya tingkat kreatifitas masyarakat meningkat
yang dapat digunakan sebagai daya saing pada saat pencarian kerja di Indonesia maupun
luar negeri. Kementerian Sekretaris Negara mengatakan bahwa pemerintah sebagai bentuk
perwujudannya dibuktikan dengan lahirnya program pembangunan yang memiliki berbagai
tahapan mulai dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Sehingga terbitlah 5
program prioritas APBN 2020, yakni: 1) Prioritas pada Pembangunan Sumber Daya
Manusia; 2) Pembangunan Infrastruktur yang menjangkau sentra-sentra ekonomi dan
distribusi untuk lapangan kerja baru; 3) Penyederhanaan kendala regulasi, diantaranya
dengan membuat UU tentang Cipta Lapangan Kerja yang akan menjadi Omnibus Law; 4)
Pemangkasan Birokrasi dengan meningkatkan kompetensi kerja dan penguatan fungsi
kerja dengan memangkas eselonering; dan 5) Transformasi Ekonomi dari ketergantungan
sumber daya alam ke manufaktur dan industri. Pada poin pertama hingga ketiga terlihat
sekali tujuan dari pembangunan di Indonesia sangat difokuskan menciptakan lapangan
kerja yang didasarkan pada pelatihan. Pembangunan sendiri masuk pada bidang ekonomi
dan sosial yang turut berperan penting di negara berkembang guna memajukan Negara saat
ini. Penciptaan lapangan kerja menjadi unsur sebuah pembangunan, dan kualitas sumber
daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam dunia kerja.

Sebagai sarana untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia maka
pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebagai penyambung program
meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia agar bisa lebih bersaing dalam mencari

kerja. Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat bahwa penduduk Sumatera Selatan



memiliki penduduk sebesar 847 juta jiwa. Disnakertrans juga mencatat jumlah
pengangguran terbuka sebesar 61.449 juta jiwa. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi
pemerintah daerah Sumatera Selatan melalui Disnakertrans Provinsi Sumsel dalam
mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kreatifitas sebagai daya saing
masyarakat dalam mencari kerja.

Menurut Fajar 2013: 100 mengatakan pelatihan adalah proses pembelajaran yang
ditujukan kepada karyawan agar pelaksanaan pekerjaan memuaskan. Lalu menurut
Hariandja 2002: 169, alasan diterapkannya pelatihan bagi karyawan adalah pegawai yang
baru direkrut sering kali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan,
perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja, meningkatkan daya saing
perusahaan dan memperbaiki produktivitas karyawan, karyawan menyesuaikan dengan
peraturan-peraturan yang ada.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014, tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi, pelatihan kerja berbasis kompetensi
berpacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Guna menjamin
kualitas pelatihan kerja, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan
peraturan mengenai standar balai latihan kerja yang termaktub pada Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan
Kerja.

Menurut Wikipedia ensiklopedia bebas, Balai Latihan Kerja atau sering disebut
dengan BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapat keterampilan
atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing. UPTD Balai Latihan
Kerja, Pengembangan Produktivitas Keterampilan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi
Sumatera Selatan bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang

di Bawah Naungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktorat



Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas berperan untuk meningkatkan
keterampilan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia industri guna
mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan industri kreatif agar mampu mandiri
dan bersaing dalam dunia industri.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas
melaksanakan fungsi salah satunya ialah melaksanakan pelatihan dan produktivitas tenaga
kerja, namun pada pelatihan ini, berdasarkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Disnakertrans untuk
meningkatkan kompetensi para pencari kerja. Dalam peraturan tersebut, pelatihan kerja
dilaksanakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan
kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Pada Renstra Disnakertrans data Tahun 2017 memperlihatkan Tingkat
Pengangguran Terbuka yang cukup tinggi adalah Kota Palembang dan Kota Prabumulih
dan terbatasnya lembaga pelatihan kerja juga merupakan.salah satu faktor penyebab belum
optimalnya kualitas lulusan pelatihan kerja serta keahlian kerja.

Guna merealisasikan fungsinya, terlaksanalah reformasi pada bidang pengelolaan
keuangan negara yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Pada penyusunan dan penetapan APBN/APBD yang
terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 terdapat penegasan mengenai tujuan dan fungsi
penganggaran penyusunan dan penetapan anggaran, integrasi dalam sistem akuntabilitas
kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan Kklarifikasi anggaran, penyatuan
anggaran serta penggunaan pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Rincian belanja negara dan belanja daerah pada UU Nomor 17 Tahun 2003 seperti unit



organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja harus mendapat persetujuan dari
DPR/DPRD.

Anggaran menurut Hansen dan Mowen 2001: 714 merupakan bentuk kuantitatif
dari suatu rencana, yang dinyatakan dalam istilah fisik atau keuangan atau keduanya,
ketika digunakan untuk perencanaan, sebuah anggaran merupakan metode untuk
menerjemahkan tujuan dan strategi dari suatu organisasi ke istilah operasional.

Belanja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah pernyataan nomor 2 adalah semua pengeluaran dari rekening kas
umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam
satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi menjadi dua
kelompok belanja yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung
merupakan belanja yang langsung mempengaruhi adanya program atau kegiatan,
sedangkan belanja tidak langsung tidak berpengaruh pada adanya program atau kegiatan.
Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi 1)
Pendapatan Daerah; 2) Belanja Daerah; 3) Pembiayaan Daerah.

Menurut data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Penyerapan
anggaran masih menjadi sebuah masalah yang kerap terjadi pada instansi pemerintah.
Penyerapan anggaran sering kali disebabkan karena penyerapan tersebut sering terjadi
keterlambatan dan penumpukan dari tahun ke tahun dikutip dari tempo.co menjelaskan
pola penyerapan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga cenderung rendah dan

berimbas pada proses pencairan dana dari kementerian keuangan yang rumit.



Tabel 1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Hasil Kegiatan UPTD
BLKPPKT Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019

VOLUME CAPAIAN (%)
KEGIATAN PAGU DIPA
PELATIHAN KEAG\I\IJAT (RP) REALISASI (RP) SISA(RP) KE'LAJ\QNG FISIK
Pelaksanaan 57 Paket 971.930.000 947.411.500 24.518.500 97,48 98,27
Sertifikasi Lulusan
BLK
PBK Skill For 48 Orang 296.400.000 157.097.300 139.302.700 93,67 100
Future
PBK Non Boarding 83 Paket 5.583.440.000 5.350.635.000 232.805.000 95,83 100
JUMLAH 6.851.770.000 6.455.143.800 396.626.200 94,21 99,47

Sumber: Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2019

Tabel 1 memperlihatkan data garis besar realisasi anggaran pada kegiatan pelatihan
berbasis kompetensi dan sertifikasi tahun anggaran 2019. Anggaran tersebut didanai oleh
pemerintah pusat oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pada poin nomor 1 mengenai
pelaksanaan sertifikasi lulusan BLK didapatkan sisa anggaran sebesar Rp24.518.500
sehingga capaian persentase keuangannya memperoleh angka 97,48% dan capaian fisik
memperoleh angka 98,27%. Selanjutnya pada poin nomor 2 PBK Skill for Future
didapatkan sisa anggaran sebesar Rp139.302.700 sehingga capaian persentase
keuangannya memperoleh angka 93,67 dan capaian fisiknya memperoleh angka fisik 100.
Dan pada poin ketiga atau terakhir yaitu PBK Non-Boarding didapatkan sisa anggaran
sebesar Rp232.805.000 sehingga capaian persentase keuangannya memperoleh angka
95,83% dan capaian fisik sebesar 100%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sumsel dinilai berhasil mengadakan kegiatan pelatihan dilihat berdasarkan masing-masing
poin pada tabel di atas. Hal tersebut merupakan langkah baik dari Disnakertrans dan BLK.
Pelatihan ketenagakerjaan merupakan sebuah bagian dari program penting dari
disnakertrans untuk melahirkan tenaga kerja yang memiliki skill sesuai pada bidang
masing-masing. Pentingnya pelatihan tersebut diharapkan mampu membuat calon pekerja

bersaing di dunia kerja.



Pengangguran merupakan sebuah masalah serius dalam perkembangan ekonomi
suatu negara. Pengangguran sebagai indikator untuk mengukur sehat atau tidaknya
perekonomian negara. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memiliki program
pelatihan kerja yang didukung dari dana APBN, seiring dengan banyaknya jumlah
pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan pelatihan kerja yang
diselenggarakan Disnakertrans juga menjadi strategi dalam mewujudkan visi “Sumsel
Maju ntuk Semua” misi 1 dalam mengurangi angka pengangguran terbuka, sehingga
memerlukan penyerapan anggaran yang tinggi guna menyukseskan kegiatan pelatihan
tersebut. Kegiatan pelatihan kerja sekiranya mampu meningkatkan keahlian masyarakat
dalam bersaing di dunia kerja, sehingga kegiatan pelatihan ini perlu diteliti mengenai

keefektifan penyerapan anggarannya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi pada latar belakang tentang penyerapan anggaran kegiatan
pelatihan, maka rumusan masalah adalah bagaimana keefektifan penyerapan anggaran

kegiatan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan
dicapai pada penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui keefektifan penyerapan
anggaran kegiatan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera

Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulisan ilmiah ini adalah:



1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi ilmu keuangan negara
terutama dalam keefektifan penyerapan anggaran. Sehingga dapat menjadi bahan acuan
secara praktis untuk berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung bagi civitas
akademik Jurusan IImu Administrasi Publik terutama pada konsentrasi keuangan negara
dan fiskal dan Disnakertrans sebagai pihak penyelenggara.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan hasil serta memberikan masukan serta
gambaran bagi pemerintah daerah guna merumuskan kebijakan ataupun membuat arahan
serta strategi ke depan untuk meningkatkan tingkat penyerapan anggaran yang efektif.
Terkhusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, pada hasil
penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta evaluasi untuk perbaikan dinas
kedepannya berupa cara penyerapan anggaran yang efektif oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
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